
BUPATI LEBONO 
PROVJNSIBENOKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONO 
NOMOR T TAHUN 2019 

TENTANG 

PROGRAM KERJA PENOAWASAN TABtJl'IAN (PKPT} 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONO TAHUN 2019 

Menimbang 

,, 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E8A 
BUPATI LEBONG, 

a. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam 
pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja 
Pengawasan Tahunan (PKPI') Inspektorat Daerah 
Kabupaten Lebong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Lebong tentang Program Kerja 
Pengawasan Tahunan (PKPI') Inspektorat Kabupaten 
Lebong Tahun 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu · (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di . Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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,. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah 
Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Produk Hukum Daerah; 

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 
tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah 
Tahun 2019; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 
2016 Nomor 10); 

13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lebong; 

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 55 
Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. 



Menetapkan 

MEMUTUSKAH : 

: PERATURAN BUPATI LEBONO TENTANO PROGRAM KERJA 
PENOAWASAN TAHUNAN IPKPTI INSPEKTORAT DAERAH 
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I . Daerah adalah Kabupaten Lebong; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Lebong 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong 

5. Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat 
lnspektorat adalah Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang 
bertanggu.ngjawab langsung Kepada Bupati; 

6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses 
kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara 
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan; 

7 . Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten 
Lebong adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan 
Pemerintahan Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, kententuan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 

8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang 
dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, 
membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target 
sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang 
terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja yang 
bersangkutan; 

9. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas 
pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan 
prasarana serta metode kerja; 

10. PKPf adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan 
sasaran Pemeriksaan Reguler; 

11. SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan 
pengawasan fungsional; 
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12. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan 
sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain­
lain yang tidak tertuang dalam PKPT; 

13. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan 
pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan 
fakta, data dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, 
kriteria, sebab akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang 
berwenang untuk menindaklanjuti; 

14. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Badan 
Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Lebong. 

Pua12 
Tu,juan Pemerlbaan. 

I) Mengetahui sejauhmana penataan kelembagaan telah dilaksanakan 
secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

2) Mengetahui sejauhmana kebijakan pengelolaan keuangan telah 

dilaksanakan secara efisien, etektit, ekonomis dan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

3) Mengetahui sejauhmana realisasi penerimaan daerah sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
,. 

4) Mengetahui sejauhmana pengelolaan barang daerah apakah sudah 

dilaksanakan secara efesien, efektif dan ekonomis dalam menunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

5) Mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, 
pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

6) Mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas fungsional 
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten. 

7) Mengetahui dan menilai pendayagunaan SDM serta Pengelolaan 

Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan yang berlaku. 

8) Mengetahui sejauhmana tugas fungsional Penyelenggaraan 
Pemerintah Kabupaten. 

9) Mengetahui dan menilai sejauhmana pembinaan ketertiban umum 
dan perlindungan masyarakat dan penanganan orang asing pada 
Pemerintah Oaerah. 
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Paaal3 
Aspek Pengawaaan 

I) Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2) Kebijakan pengelolaan dan pertanggun_gjawaban Keuangaan Daerah 

(Sistem Akuntansi Pemerintah). 

3) Kebijakan kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota 

DPRD 

4) Pengelola PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi 

Hasil 

5) Hak dan Kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah. 

6) Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah. 

7) Tindal< lanjut dari Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 

8) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi. 

9) Pengelolaan SOM. 

I0)Kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 

Paaa14 

Pokok-pokok Kebijaka.n Pengawasan 

Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan 

prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintahan Daerah. 

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Tahun 2019 untuk: 

a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh lnspektorat Jenderal 

Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non 

Kcmenterian, Inspektorat Provinsi dan lnspektorat Kabupaten; dan 
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b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan 

dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintahan. 

Inspektorat Kabupaten Lebong melalrukan pengawasan terhadap: 

a. peningkatan kinerja OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten; 

b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 

Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebong. 

c. percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan 
publik pada pemerintahan kabupaten dan Kegiatan penunjang 
pembinaan dan pengawasan lainnya. 

BABU 
RUANO LINGKlJP PEMERIKSAAN 

Pasa15 

Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian untuk 
diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya adalah pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi, pegelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya 
manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik. 

Beberapa aspek yang menjadi perhatian: 

a. Aspek Togas Pokok dan Fungsi lnstansi termasuk pelaksanaan 
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan 
Desa. 

b. Aspek Pengelolaan Keuangan. 

c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia. 

d. Aspek Pengelolaan Barang Dacrah. 

BAB Ill 

SASARAN PEMERJKSAAN 

Pasa16 

Sasaran pemeriksaan operasional mencalrup : 

l. Ketaatan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

2. Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan 
berbagai sumber daya yang ada 

3. Konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran 
yaitu barang, jasa atau hasil Iainnya dengan sumber daya yang 
digunakan 
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b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan 
dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas 
Intem Pemerintahan. 

Inspektorat Kabupaten Lebong melakukan pengawasan terhadap: 

a. peningkatan kinerja OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten; 

b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 
Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebong. 

c. percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan 
publik pada pemerintahan kabupaten dan Kegiatan penunjang 
pembinaan dan pengawasan Iainnya. 

BABD 
RUAXG LINGKUP PEMERIKSAAN 

PaaalS 

Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian untuk 

diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya adalah pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi, pegelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya 
manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik. 

Beberapa aspek yang menjadi perhatian: 

a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Instansi termasuk pelaksanaan 
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan 
Desa. 

b. Aspek Pengelolaan Keuangan. 

c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia. 

d. Aspek Pengelolaan Barang Daerah. 

BAB ID 

SASARAN PEMERIKSAAN 

Paaal 6 

Sasaran pemeriksaan operasional mencakup : 

I. Ketaatan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

2. Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan 
berbagai sumber daya yang ada 

3. Konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran 
yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang 
digunakan 



4. Konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian 
tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan 

Diantaranya adalah: 

a. Penataan organisasi pemerintah daerah meliputi pembentukan 
organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah, 

susunan organisasi dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam 
pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan 
terhadap Kepmendagri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah. 

b. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi 

penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, 
pertanggungjawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan 
keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Kepmendagri 

tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah. 

c. Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD 
Ka bu paten. 

,, 

d. Realisasi penerimaan PAD, DAU, Dana Perimbangan 
Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten/Kota 
meliputi bagian daerah dari penerimaan PBB, Bagian Daerah dari 

perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dan 
penerimaan sumber daya alam pembagian daerah dari DAU dan 

DAK. 

e. Pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan 
pengadaan Barang dan Jasa lnstansi Pemerintah Daerah meliputi 

Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi dan penggolongan 
barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia 
barang/ jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, 

penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha 
kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, azas manfaat 

pengadaan barang/ jasa, azas manfaat pengadaan barang/ jasa dan 
inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil 

pengadaan. 
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f. Penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan 
fasilitasi kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, 
pemberian fasilitasi penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja 

pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

g. Pengelolaan SDM, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, 

pengangkatan CPNS menjadi PNS, pemanfaatan pegawai, pembinaan 
disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam 

pengangkatan jabatan struktural. 

h . Perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, 
pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan 

pedoman pelaksanaan perencanaan daerah. 

i. Pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk dan 
pelaksanaan SIAK serta pelaksanaan E-KTP. 

j. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah 

daerah meliputi Program Kerja Pemcriksaan Reguler dan Pemeriksaan 
Khusus, Tindak Lanjut Basil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap 

pei;igawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

k. Penciptaan dan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. 

BABIV 
OBJEK PENGAWASAN 

Pual7 

Objek Pengawasan meliputi Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat 
DPRD/Kantor /Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah/Badan Layanan 
Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. 

BABV 
PualS 

PERSONIL DAJf DANA PENUNJANG 

1. Personil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai 
jabatan fungsional auditor, P2UPD dan/atau pihak Jain yang diberi 
tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi 
pemerintah untuk dan atas nama APIP. 

2. Dana Penunjang berasal dari Ookumen Pelaksanaan Anggaran 
lnspektorat Daerah Kabupaten Lebong. 



BAB VI 
Pasal9 

PELAPORAN 

a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan/P2HP. 

b. Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab. 

BAB VII 
TINDAK LANJUT BASIL PEMERIKSAAN 

Pasal 10 

1. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan 
untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang 
disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan; 

2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan harus sudah selesai ditindaklanjuti 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan 
diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan; 

3. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilalrukan dan 
dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut; 

4. Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek 
pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut. 

BAB VIII 
KOORDINASI PEMERIKSAAN 

Pasal 11 

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, lnspektorat 
Kabupaten Lebong dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas 
fungsional, seperti BPK, BPKP, lrjen Depdagri, lnspektorat Provinsi atau 
Lembaga Pengawas Fungsional lainnya; 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh lnspektorat Kabupaten 
Lebong. 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Lebong. 

Oiundangkan di Tubei 
pada tanggal l'..I ~l 2019 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABVPATEN LEBONG, 

DALMVJI SURANTO 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal ~ I 'Ji:t~f 2019 

?,, BUPATI LEBONG, 

l H. RO&JONSYAH 

DERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHVN 2019 NOMOR f 
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Audit ~Jl41(11'!10.,,a&1'tn• Kt(foto.JI l 
l l w ·TTM~ 

A ' pi,daoroAf'P~ I l 1 --Audit · " dlln ~ AA!lU'I RSVD l • 3 -AUIClit ~dllll Kepil;NIIIU'.I !Wit.of cai-i•t l 
l 2 Lcbong l.,."w"o 

>-f- - '-
Audit ~dM ~pe.\'1!11111 KAA-lor ~I 1 

' 1 ~nK~nf:I& --- '-
Audit Klfactja ci6II Ktpcd:ulw,n ~ft Vmu.M I 
'.dftn ~ ngka~ 

l 1 ---:,,v,,vit )(Jnerj11 <Jt,1 K.c~vhan P>t111113 Bdl,-p1, l 

' ' 
jA\ldil klMrJ• dAl'I Ktp,uuhan ~ l.lnw ' u,,. ' • 
Au411 Klucjo. cu Mt~lllhM pcida ~ 
~bo"~ ' ' ' l 



Audit KiflcrJa dAIII ~p!ll\lhan pad,\ Klnl«" c,, ........ 
.wdlt Kinnjll k,epo,tut..11 p,da ""11tor 
~ • ld 10Qg1't .. h 

Diundangkan di 1\i bri 

pfldA TunggAl _ti ~t 2019 

HIUABAT NKRffAIU8 DABRAH 

KAJIOPATlff LDOJl'Q, ---.... __ .'"', 

• 

\ 

-
1 

PEMERINTAHKASUPATE-N LEBONG 
BAG!Mi HUKUM 

ii PfNW.AH PRCGUK HUKt/;\I 
-~ · KABUrATHi lEBONG. 

Ot~dl'J\tbeoi • 
1)11.(1$ w,gpl.t1 ~19 
ll( BUPAn LEBOSO, 

J.;.,. 



Auditor Jupektorat Kab-u,-i.n Lebong 
Harl kerja dalam Mtu. lahu.n 4 = 
Jadl HP--• tersedla 4 JC 

! ~ " !i lfAJIA OBJEK PEJrlERIKSMX .. 
! I .. 

1 2 3 4 
1 BKPSDM 2 3 
2 Oinas Kesehatan 2 3 
3 5ekretariat OPRO 2 3 

Oines Perpustakaan dan Arsip 
4 Oaerah 2 3 

5 
OinasPal"fWisata Pemuda Dan 
OlahNa.na 2 3 

6 Olnas Polisi P-""" Praia 2 3 

7 
Oinas Ketenaga KerjNn Dan 
T ral'\,Cnwirasl 2 2,4 

8 OP3APPKB 2 24 
9 Rumah Saklt Umum Oaerah 1.6 2.4 

lO Kecamatan Le,._..__ Utara 2 3 
11 Kecamatan Binoin Kunl,v,, 2 3 
12 8AnianUmum 2 3 

13 
Dlnas Pekerjaan Umum dan 1,6 2 ,4 Pethubungan 

14 OIKBUO 1 6 l 8 
15 Oinas PMOSOS 1.2 12 

16 
Dinas Komunikas, lnfotrnatika, 1,2 0,6 statistik dan Persandian 

( ( 
LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI LEBONO 
NOMOR T' TAHU~2019 
TANOGAL ,1.1 ~• 2019 

DAFTAR OBJBK PZJIERIKSAAN TAIIUlf 2019 
INSP&KTORAT KAB_lfPATElf LEBOlfO 

4 auditor 
134 bar! 
134 = 391 HP 

SKORRISJKO " - I • 
I 

0 

$; "' 
1 .. :. I ! §l - = ! 0 ii .. I j j 

la ~ ! I i 
::a .. .,,. 

~ '3 .. 
~ 

~ 
< 

.. le I ~ ~ 
• 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2 l 02 0 ,4 86 2047 8 2 3 1.770.000 
2 0 .4 0.2 0,6 82 2047 8 2 4 2.400.000 
2 06 02 04 82 2047 8 2 4 1.770.000 

2 0,4 0,2 0,4 8 1,997 8 2 4 2.200.000 

J,2 J 0,2 0,4 7,8 1,947 8 2 4 1.180.000 

1,6 04 02 06 78 J 947 8 2 4 l.180,000 

2 0,6 0 ,2 0,4 7,6 1,897 7 2 4 l. 180.000 

1 6 08 02 06 76 1 897 7 2 4 1,180,000 
2 0.8 0.2 0 .6 7 .6 l.897 7 2 4 3,750,000 

0,8 08 02 0,4 7,2 J 797 7 2 4 1.600,000 
0,8 0,2 02 0,4 6.6 1.648 6 2 3 2 .800.000 
0 ,8 02 02 0,4 6,6 I 648 6 2 3 1.180.000 

0,4 0 ,8 0 ,2 0,4 5 ,8 1,4 48 6 2 3 1.920.000 

08 08 0 ,2 04 56 1,398 s 2 3 1.920.000 
2 0.4 02 04 54 1 348 s 2 3 1.920.000 

2 I 0,2 0,4 5,4 1,348 s 2 3 J.920.000 

] 

.. 
~ 5 I 
15 16 17 

Juni Juli 
Juni Juli 
Juni Juli 

Juni Juli 

Juni Juli 

Juni Juli TIMJRBAN 1 

Juni Juli 

Juni Juli 
Juni Juli 
Juni Juli 
Juni Juli 
Juni Juli 

Juni Juli TIM IR.BAN ti 

Juni Juli 
Juni Juli 

Juni Juli 
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17 DUKCAPIL 1,2 18 1.2 0 .6 02 04 5 4 1.348 5 2 3 2.550.000 Juni Juli 
18 DPMPTSP 16 0 ,6 2 06 0,2 02 52 1298 5 2 3 2.550.000 Juni Juli 
19 BPBD 08 1,2 2 0,8 02 0 ,2 52 1.298 5 2 3 1.920.000 Juni Juli 

20 Bag.ian Adminlstrasl Pembangunan 1,2 1,2 0,8 1 0,2 0,6 5 1,248 s 2 2 1.280.000 Juni Juli 
11M IRBAND 

21 Baoian PecekOnomi 12 1,2 0.8 I 0,2 06 5 1:248 s 2 2 1.280.000 Juni Juli 
22 Banian HlJtum 1 2 1,2 0,8 08 02 0,6 48 1198 5 2 2 1.280.000 Juni Juli 
23 Keeama\an Leb"""" Selatan 2 06 0 ,8 08 02 0,2 46 1.148 4 2 2 2.900.000 Juni Juli 
24 Kecamatan Lellona Sakti I 2 06 1,2 1 02 0,4 4,6 1148 4 2 2 2.600.000 Juni Juli 
25 BAPPEDA I 2 I 2 08 06 0.2 0 ,6 4 ,6 1.148 4 2 2 2 .190.000 Juni Juli 
26 Din&$ Pertanian da.n Perikanan I 2 1.2 o.s 0.6 0.2 0.6 4,6 1,148 4 2 ~ 1,190,QQQ Ji.mi Juli 

27 
Oinas Perindustrian. Perdagangan. 1,2 1,2 0 ,8 0,6 0,2 0 ,6 4 ,6 1,148 4 2 2 l.460.000 Juni Juli Koprasi usaha Kedl dan Menengah 

28 Oines Ketahanan Panrum 08 0 2 08 02 0 ,4 42 I 048 4 2 2 3 .000.000 Junl Juli 

29 Dinas Periumahan dan Kawasan 0,4 0,6 0,8 I 0 ,2 0 .4 3.4 0,849 3 2 2 1.460.000 Juni Juli Pemukimen 

30 Badan Keuangan Daerah 0,4 0,6 0,8 0,4 0 ,6 0,4 3,2 0,799 3 2 2 2.190.000 Juni Juli n M IRBAN rr1 

3 1 Kantor Kesbang Pol 0,8 0 0,4 0,8 0,2 0 ,2 2,4 0 ,599 2 2 I 1.460.000 Juni Juli 

32 Bacian Humas setda 1,6 . 2 I 0 ,4 . 5 1,248 5 2 2 ) .460.000 Juni Juli 

33 Baaian Keuanoan Setda 1,2 . 1,6 I l . 4 ,8 1,198 5 2 2 2 ,190.000 Juni Juli 

34 OinM linakunMn Hidun 1,2 . 1,6 1 I . 4 ,8 1,198 s 2 2 1.460.000 Juni Juli 

35 Kecematan T,.,..,.,.5 1,2 . 1,6 I I . 4,8 1, 198 s 2 2 3 .910-000 Juni Juli 

36 Kecamatan Pelabal 1,2 . 1,6 1 1 . 4,8 1,198 5 2 2 1.460.000 Juni Juli 

37 
SD Dan SMP (42 OMk) 

1,2 . 1,6 1 1 . 4,8 l,198 5 2 24 90.600.000 m.aret april 11M IRBAN 
1)1,lll. 

38 
Oesa Oalam Kabupaten Leboog 1,6 . 2 1 0,2 . 4,8 1,198 5 2 21 97.335.000 11MIRBAN 
Tahap 1 THN 2019 f,(l.[0. 

39 
Oesa Dalam Kabupaten Lebong 

1,2 1,6 0,8 1 4,6 1,148 4 2 27 99.605.000 
11M [RJlAN 

Taha,> 2 THN 2019 
. . 1,11.ID. 
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40 BKPSOM 1,2 . 2 1 0,4 . 4,6 l, 148 4 2 2 1,860.000 November Dc.scmber 

41 Oinas Kesehatan 1,2 . 2 0,4 1 . 4,6 1,148 4 2 2 2.400.000 Novtm.ber Oe&ember 

42 Sekretariat OPRO 1,6 . 2 0,6 0,2 . 4,4 1,093 4 2 2 1.860.000 November Oc$Cmbcr 

43 Oinas Perpustakaan dan Arslp 
Doero~ 1,2 . 2 1 0,2 . 4,4 1,098 4 2 2 2.200.000 November Desember 

44 
DinasPal'iwisata Pemuda Dan 

1,2 2 1 0,2 4,4 1,098 4 2 2 1,,240.000 November Descmber Olahrago 
. . 

45 Dines Poli$i Pamong Ptaja 1,2 . 2 0,8 0,4 . 4,4 1,098 4 2 2 1.180.000 November Desember 

46 ..,ina.s ._ten&ga l\ef)Nn ...... n 
1,6 . 1,6 I 0,2 . 4 ,4 1,098 4 2 2 1.240.000 No••cmbcr Dcsembcr 

47 DP3APPKB 1,6 . 1,6 1 0,2 . 4 ,4 1,098 4 2 2 1.240.000 November Desember 11M IRBAN I 

48 Rumah Salm Umum Oaerah 1,2 . 2 0,6 0,4 . 4,2 1,048 4 2 2 3,750.000 November Oesember 

49 Kecamatan Lebong l/lara 2 . 0,8 1 0 ,2 . 4 0,999 4 2 2 1.600.000 November Oesember 

50 Kecamatan Bingin Kuning 1,2 . 1,6 1 0,2 . 4 0,999 4 2 2 3 .680.000 November Oe.se:mber 

51 Bagian Umum clan Per1engkapan 1,2 . 2 0,4 0,2 . 3,8 0,949 4 2 2 1.180.000 November Dc.scmbcr 

52 Kecamatan Pinang 8elapis 1,2 . 2 0,4 0,2 . 3,8 0,949 4 2 2 1.180.000 November Oe-.sember 

53 Kecamatan Uram Jaya 1,2 . 1.6 0,8 0,2 . 3,8 0,949 4 2 2 2.200.000 November Oescmbcr 

54 Bagoan Kesos Setda 1,2 . 1,2 1 0,4 . 3,8 0,949 4 2 2 1.180.000 November Oe&ember 

55 Bagisn Organisasi Dan Birokrasi 1,2 . ) ,2 1 0,4 . 3,8 0,949 4 2 2 1.180.000 November Ocscmbcr 

56 
Oinas Pekerjaan Umum dan 
Perhubungan 1,2 . 2 1 0,4 . 4,6 1, 148 4 2 2 1,340,000 November Dcsember 

57 DIKBUD 1,2 . 2 0,4 I . 4,6 1,148 4 2 2 1.340.000 November Deaembcr 

58 PMDSOS 1,6 . 2 0,6 0,2 . 4,4 1,098 4 2 2 1.340.000 November Desembtr 
Din.as Komunikas 

59 ,lnformatika,statistik dan 
Persand~n 

1.2 . 2 1 0,2 . 4,4 1,098 4 2 2 l.340,000 No\•ember Deacmbcr 

60 
DUKCAPll, 1,2 . 2 l 0,2 . 4,4 l,098 4 2 2 1,700,000 November Dcscmbcr 
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61 OPMPTSP 1,2 . 2 0,8 0,4 . 4,4 1,098 4 2 2 1.700.000 Novt:mber Oesember 

62 BPBO 1,6 . 1,6 I 0,2 . 4,4 1,098 4 2 2 1.280.000 November Desember 

63 Bagian Adminis:tra:si Pembangunan 1,6 . 1,6 I 0,2 . 4,4 1,098 4 2 2 l.280.000 November Oesember 

64 Bagian Ek'Onomi 1,2 . 2 0,6 0,4 . 4,2 1,048 4 2 2 l.280.000 November Oesember 

65 Baglan Hukum 2 . 0,8 I 0,2 . 4 0,999 4 2 2 1.280.000 November Oescmber 

66 Kecamatan Lebong Selatan 1,2 . 1,6 l 0,2 . 4 0,999 • 2 2 3.350.000 November Dcsember 

67 kecamalan Rlmbo l'e"9adan9 1,2 . 2 0,4 0,2 . 3,8 o,949 4 2 2 3.200.000 November Dcsember 

68 Kecamatan Lebong Atas 1,2 . 2 0,4 0,2 . 3,8 0,949 4 2 2 1,280,000 November Dcsember 

69 Kecamatan Lebong SSkti 1,2 . 1,6 0 ,8 0,2 . 3,8 0,949 4 2 2 2 .600.000 November Oe&ember 

70 BAPPEOA 1,2 . 1,2 I 0,4 . 3,8 0,949 • 2 2 1,530,000 November Desember 

71 Dines Pertanian den P&rikanan 1,2 . J ,2 I 0,4 . 3,8 0,949 4 2 2 l.530.000 November Oesember 

72 Dinars Perindustrian. Perda9c1n9c1n. J,2 . J.2 l 0,4 . 3,8 0,949 4 2 2 1.530.000 November Desember Koprasi usaha Kedl dan Menengah 

73 DinM Ketahanan Pangan 1,2 . 1,2 l 0,4 . 3,8 0,949 4 2 2 3,000.000 November Oe-$ember 

74 
Oinas Perumahan dan Kawasan 

1,2 1,2 I 0,4 3,8 0,949 4 2 2 l.530.000 November Desembcr Pemukiman 
. . 

75 8adan Keuangan Daerah 1,2 . 1,2 I 0,4 . 3,8 0,949 • 2 2 l,460.000 November Ocsc.mbcr 

76 Kantor Kesbeng Pol 1,2 . 1,2 I 0,4 . 3,8 0,949 4 2 2 1.4 60.000 November Oe&e:mber 

77 B$1,1'1ian Humas Setda 1,2 . 1,2 I 0,4 . 3,8 0,949 • 2 2 1.460.000 November Descmbcr 

18 8M ian Keuanoan Setda 1,2 . 1,2 l 0,4 . 3,8 0,949 4 2 2 1.460.000 November Oesember 
79 Oinas Linoku.,...81'1 Hiduo 1,2 . 1,2 l 0,4 . 3,8 0,949 4 2 2 ) ,530.000 NO\·embcr Dc.sembcr 

80 Kecamatan TODOS 1,2 . 1,2 l 0,4 . 3,8 0,949 • 2 2 3.910.000 November Desember 

81 Kecamatan Pelabai 1.2 . 1,2 l 0,4 . 3,8 0 ,949 4 2 2 1.530.000 No\·em ber Oesember 



KAIIA OBJ&K P&JURIKSAAll' 

I 

Diu.ndangkru\ di 'ru bei . 
Pada Tanggal I.I ~• 2019 
P&NJAIIAT 8£KRETARIS DABRAB 

KABVPATEN LEBOKG, 

DALIIUJI SURANTO ' 

~ 

3 
~ 

l .. 

( 

SKORRISIKO 

I a i Ii: ~i = ~ :II 
~ ~ ; ii ~ tl 

i I .. 

BERITA DA&RAH KABUPAT&lf L&SOlfO TABU?f 2019 l'IOIIOR 7 

"' 
= .. 

It I .. 

391 

< 
.; • .st 

2 !l! -• ~-,. 
] "5 • .. = & ... 

"# • ... .,. 
< ~ .• ... 

.! a ,; 
261 

i a ~ 

44 1.930.000 

Ditetapkan di Tubei 
Pada tanggal ,., '}-a¥,,w>J'I 2019 

~ BUPATI LEJIOKG, f 
l> /-1., 
/4,f 

l 
i 

j 

~ 
~ 
i 
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PERATURAN BVPATI l,EBONO 

NOMOR r TAHVN 2019 

TANOOAL I.I ~12019 

KBOIATAR REVIU DAJII EVALUAS! .. 
JlJMl.AH n=• UANO 8'i,\ya JUMIAI< NO 8VIAN NAMA KeOIATAN dan PES&RTA PEMER!KS Transport PP OUTPVT KET PERSONIL MN SAKU/HARI ""~ ANGGIIR/\N 

l 2 3 ' s 6 'T 8 9 
I Re.ta. 8etapt.D AAquu du Pea,pda.ua Banmc du 

Ja• Pera.a.pat Durab 7 14.700.000 

janu.ari perjalanan Oinas Luar Da.erah 2 3 350000 600000 200000 4,900.000 
mare, perjaJanan Dinaa Luar Daerah 2 3 350000 600000 200000 2 .450.000 4 DOKUMEN 
j uni pcrjalanan Dinas Luar Dacrah I 3 350000 600000 200000 2 .450.000 

agustus perjalanM t>lnas Luor Ourah I 3 350000 600000 200000 2 .450.000 
deaember perjnlanan Dinas Luar Oaerah I 3 350000 600000 200000 2.450.000 T""(l90l . 

Pelaksana 
2 . °"' Noma 
3 Rffl11. W.poru Keuup.a Puuria.tall Dunb 10 20,400.000 -Jabatan 

februa.ral/Ma . DalarnTim ... pcrjalanan Din.as Luar Oacrah Esclon III 2 3 400000 700000 200000 .2.800.000 1 OOKVMBN ditentukan 

pcrjalanan Dinas Luar Dacrah Golongan llJ I 3 350000 600000 200000 2 .450.000 Wd4$4tka 
pcrjalanan Din.as Luar Dae.rah Golongan UJ 7 18 350000 60 0000 200000 17.IS0.000 n Suml 

. Penntah 

• 1\,9"' 
Svaht.aat Lapona. K1De,ja Iutaui Pe.mulAta'b. 14. 'J'00.000 

perjfl.lanan OinatJ Luar Oaerah &stlon m 
MSr<t perjata,,an Din.as t..uor Daerah GolongWJ. m Ke,ua I 3 350000 600000 200000 2.450.000 1 DOKlJMEN 

perjatanan Oinas Luar Oaerah Oolongan m aoggota 5 15 350000 600000 200000 12.250.000 



NO 

I 
s 

BUIAN NA.MA KEGIATAN dan PESERTA 

2 3 

Rn:111 Dolm:men Reneau Kerja Aagaru Peta.npat 

Juli &d 
Daerah daa. RKA Perubahu. 

November perjalanan Din.as Luar 0-aerah Eseton 111 
pcrjalanan Din.as Luar oaerah est.Ion JV 
perjalanan Dina.a Luar Daemh Oo.longan 111 

J1l'.IO.UI 

Diuoda.ngka.n di Tubei 
pada Tanggal I.I ,..,,..,.,., 2019 

PEKJABAT SEKRJtTARIS DABRAB 
KABUPATl!II LDOIO, t 

• DALIIVJI 8tJRAlrT() 
BIERITA DA&1WI KAIIUPATD LBBONO TARUll 2019 NOJIOR f 

( 

JUMLAH 
PERSONIL 

4 

2 
2 
6 

= 
PEMERJKS UANG 

.... SAKU{HARI 

5 6 

6 400000 
6 375000 
IS 350000 

, 
. 

Bitlya 
Transport Pl' JUMIAH 

Penginapan ANGGARAN 

7 

3S.3SO.OOO 

700000 200000 5.600.000 
650000 200000 S.250.000 
600000 200000 24.500.000 

DitetapkM. di Tubei 
pada WlwJ I.I ,a,tW>l't 2019 

?( BUPAn LDON0,1 IJ •!' 

' 
i . . ... .... 
. PEMERilHAHK.ASUPATEI/ LEBONG 

BAG1AN HUKUM 
t} PENHA48 FRODUK HUf{UM 

~-KABUFA;E!l tf.BOKG, 
. ....:,, 

OUTPUT KE1' 

IJ 9 

I DOKUMEN 
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! 
f· , ,. ,, 

l 

NO 

l 

I 

. 

-

) 

... 'ff= 
JUMLAH BULAN TUJUAN/SASARAN, OBRIK dan PERSONIL TIM 

PERSONIL 

2 3 4 
.--.npwaaan r"Cqaauan -..ya •au .... 10 

Januari Penanggungjawab (I org X 5 Harl X 4-0 kali) l 
a/d Pengendali Teknis (I org x 5 Hari x 4-0 kali) l 

Desember Ketua (I org X 5 Harl X 4-0 kali) 3 
Anggota (5 org x 5 Han x 40 kali) 5 

' ' 
Diundang)<an di 'l'ubei 
pada Tanggal ~, ~,uuu, 2019 
PE!fJABAT 8EKRETARI8 DABRAH 

KABUPATEll LEBOllG, 
• 

I 

• 
DALMUJI SURANTO 

BERITA DABRAH KABl1PATEN LEBOllO TAHUll 2019 llOMOR r 

n=• 
PEMER 
IKSAAN 

5 
140 
32 
36 
36 
36 ..... 

UANO 
SAKU/HARI 

6 

265.000 
250.000 
200.000 
200.000 

) 
' 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI LEBONO 
NOMOR 'I- TAHUtl 20 I 9 
TANGGAL &I~""""'' 2019 

TINGKAT 
ANGGARAN OUTPUT 

RISIKO 

7 8 9 
·1.:>.vvu.vvu 

8.400.000 
9.000.000 25 

21.600.000 LAPORAN 
36.UUU.U00 

. 
Ditetapkan di Tubei 

JENIS 
KET 

AUDIT 

JO ll 
--~~ 

Audit Maksano.on,. Nam, 
Dengan dan Jabcltart Dalal! 
Tujuan fim diieMlkon 

Tcrtentu betdosarkan .sum - . -

. 
pada tanggal J I """""v 2019 

B11PAo/BBONG, 
~-1' 

f H.~OllSYAH 

PEMERIIJTAH KAP' P • BU ATEN LEBONG 

i ' ; ' - . ., , .. 
.. .,.,. .,_,_ 

. . 
. 


